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KUTIPAN dari daftar surat2 keputusan
Menteri keuangan,
No. 220L79/U.P. DJAKARTA, 22 Nopember 1950
bampiran: I, MENTERI KEUANGAHN
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Menimbang:
bahwa untuk pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Seri-
kat dahulu Jang dipindahkan dan karena kesulitan peruma-
han ditempat kedudukan baru terpaksa meninggalkan keluar-
ranja ditempat kedudukannja jang lama, telah diadakan pe
raturan pemberian tundjangan, Jaitu peraturan jang dimuat
sebagai lampiran surat-edaran Kepala Djawatan Ferdjalanan
Negeri tanggal 14 Agustus 1950 No, lthS/Clr,
bahwe berhubung dengan terbe nbuknja Negara Kesatuan dipan-
dang perlu mepvadakﬁn peraturan jang sedemikian itu de-
ngan beberapa perobahan, untuk seluruh pegawai Negeri si-
pil warga Negara Republlk Indonoola'

Honplnwat
hﬂ°1l perundingan antara "Panitia Urusan Umum Pegawai®
dan Delepasi Fanitia Interdepartenental Jog jakarta pada
tangzal 16 Oktober 1950
surat, keputusan Menteri Keuangan tg, 14 Nopember 1950 No
29398/U,P, ;
ME T4 0T NS K RN

Dengan ment jabut_ Peraturan tentang pemberldn tund ja-
ngan kepada pp;aw11 Negeri sipil warga Negara Indonesia jang
dwﬁjnnahkan dan karena kesulitan perumahan tidak dapat nem-
bawa kGIUﬂrgaﬂiw bersama-sama keterpat Redudukan Janﬁ btru,
termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanan Ne-

geri tanﬁrdT 1. Agustus 1950 No, lrhu/Clr menet dpkan.
WPERATUPLN SEMENTARL TRNTANG PuﬂBhLIf” TUNDJANGLE BAGT PEGA-

WAT NEGERI SIPIL WAKGA NZGallh REPUBLIK lNlJONL:QIfL JLIG 'DI])lN_.
DaHK M
sebagal terlampir pada surat keputusan ini,
Peratiran tersebut pada pasal pertama berlaku mulai
tanggal 1 September 1950,

SaLINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Pregiden _

2, dang Mulla Perdana Menteri

3, Jang ! Bllm Para Menteri

L'y Dewan *“engawas Keuangan di Bogor

54 Djawatan Urusan Unum fegawai Djakarta
6% Djawatan? dalam lingkungan Kementerian?2
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Sesual dengan surat keputusan tsb, diatas.,
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Untuk salinan jang sama ounngJa
?Sngatur saha t, 11I,



PERATURAN SEZEHENT.R: TENTLNG PEIBERI&N TUNDJLNGAN BaGE
PEGiW#I NEGERI SIPIL WaRGA NDGARu INDONZSIn JuliG DI
PIND.HKAN,

Fagal i,
Pepawai Negeri sipil warga nepara Indonesia - selandjute

Sty
nia dalam peraturan ini disebut pegawai sadja ~ jang dipin-
dahkan dan karena kesulitan perumahan diterpat kedudukan jang
baru terpaksa meninggalkan keluarganja buat sementara waktu
ditempat kedudukannja jang lama, diberi tundjangan menurut pe-
raturan ini. :
Paaal 1X, :
Djumlah tundjangan t ermaksud pada pasal I adalah:

a. ¢jika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih Linggil ting-
katan kemahalannja dari tempat kedudukan jang lame dan ti-
dek tinggal disesuatu rumah penginapan unum, sebesar djum-
lah jang ditetapkan sebagai tundjangan-pokok buat rayon-ra=-

, P st
yon, termaksud dalam FPeraturan Pemerintaha No. 16 tahun
1956, nenurut daftar terlampir; dalam hal pegawail tinggal
disuatu runah penrinapan umum diberikan tund jangan sebanjak
onigkos Jang sebenarnja dibajar untuk menginap dan nmakan me-
nurut tingkatan temnat penginapan jang sepadan _densan golo-
. ngan pegawai menurut pendapat Kepala Djawatan Perdjalanan;

b djika pegawail dinindahkan ketempat jans lebih rendah ting-
katan kemahalannja dari tempat jang ditinggalkan sebanjak
uang harian menurul peraturan perdjalanan jang berlaku

Fagad 1T

Tund jangan termaksud pada pasal Il ajat a diberikan
mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja pegawal bersangkutan
rmulai mendjalankan pekerdjaannje ditempat kedudukan jang baru
hingga achir bulan berikutnja hulan kedatangan keluarga atau
perawal mendapat penundjukan pe rumahan,

Dalam hal pegawai menolak penundjukan perumahan, perbe-
rian tundjangan berachir pada hari penundjukan itu,

Pagal IV,

Fegawal jJang sedjak permulaan sudah dapat berangkat ber-
sama-sarma keluarganja -diberi tundjangan sebesar djumlah tun-
d jangan-pokok termaksud pada pasal II buat satu bulan.

Pasal V,

Pegawai jang tidak mempunjai tangpungan keluarga, bila
ia tingeal dihobel (rumah-penginapan urunm), mess, diberi tun-
djangen sebesar perbedaan antara djumlah ongkos rumah-pengi-
napan/mess dan 60% dari djunlah’ gadji bersihnja, sesuai de-
ngan aturan dalam pasal 9 B.h.G., nulai tanggal 1 dari bulan
berikutnja pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannja ditempat
ltedudukan baru hingga achir bulan pegawail meninggalkan rumah-
penginapan/mess. '
Pasal VI,

Pegawai jang sedjak permulaan berangkat bersama-sama de-
ngan keluarganja dan ditempat kedudukan baru tingeal di hotel
/rmess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah onge
kos hotel/mess dan 70% dari dgumlah gadji-bersihnja, sesuai
dengan aturan dalam pazal 9 B,4,G,, mulai tanggal 1 dari bu-
lan berikutnja pegawai rmlai mend jalankan pekerdjaannja ditem=-
pat=kedudukan baru hingga achir bulan berikutnja bulan pegawail
meningpgalkan hetel/mess, 1

Fasal VL.

g Djumlah tundjangan termaksud pada pasal II dikurangi:

a. terhadap pegawai jang berhak atas tundjangan jang ditetap-
kan dalam peraturan "binnenlandse delegatie beserta 60%-
regeling” (pasal 10 dan pasal 9 ajat 3 lampiran B Staats-



2

blad 1949 No, 2): dengan djumlah jang dapat dituntutnja
* berdasarkan aturan itu;

b. dalam hal pegawal diperintahkan melakukan perdjalanan-~dja-
batan kefempatstinggal keluarganja: dengan uang harian
jang dibajarkan kepadanja berdasarkan peraturan perdjala-
nan jarg berlaku, o £, :

Pagal VIII,

: Untuk menuntut pembajaran tundjangan menurut peraturan

ini pegawal jang berkepentingan harus memasukkan deklarasi

kepada Djawatan Perdjalanan, disertai surat-keterangan Kepala
Urusan Fegawai pada fementerian atau Djawatannja, jang menja-
takan: :

. . L 3 . .
1l tempat tinggal keluarganja pada waktu pepawai dipindahkan;
2+ apakah pegawai jang b ersangkutan pada waktu ia dipindah-
* kan, tinggal bersama-sama atau teypisah dari keluarganja;

3. tangmal kedatangan keluarga pegawai ditempat Bedudukan ba-

ru;
apakah peraturan "binnenlandse delegatie’ beserta. 60%-rege-

ey
ling™" termaksud dalam Staatsblad 1949 No., 2, Lampiran B pasal
10 dan pasal 9 ajat 3, berlaku baginja dan djika demikian,
berapakah djumlah tund jangan jangs dapat dituntutnja berda-
garkan aturan itu buat masa jang dimasukkan dalam deklara-

R

o bahwa pegawdi tersebut tidak pernah menolak penund jukan

perumahan ;

6. bahwa kepada pegawai tersebut disamping tundjangan sema-
tjam ini belum »nernah diberikan tundjangan lain oleh Kemen-~
terian atau Djawatannja; djika telah diberikan supaja di-
sebut djumlahnja 4 an dari mana, diba jarkan,

Pasal IX,

Dalam hal-hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalanan
berhak memberikan d jumlah tundjangan jang menjimpang dari pe-
raturan ini,

npP
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